
 
 
 

LAPORAN SINGKAT KOMISI I DPR RI 
(KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN 
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN 
NEGARA, BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, 
BADAN KEAMANAN LAUT, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA PENYIARAN 
PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA, LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI 
REPUBLIK INDONESIA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT, KOMISI 
INFORMASI PUSAT, LEMBAGA SENSOR FILM, DAN PERUM LKBN ANTARA) 

 
Rapat ke : 15 (lima belas) 
Tahun Sidang : 2019-2020 
Masa Persidangan : IV 
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan Gubernur 

Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dan Sekretaris Jenderal 
Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) 

Hari, Tanggal : Selasa, 23 Juni 2020 
Pukul : 10.00 WIB   
Sifat Rapat : Terbuka 
Pimpinan Rapat : H. Teuku Riefky Harsya, M.T., Wakil Ketua Komisi I DPR RI  
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.I.P., M.Si., Kabagset. Komisi I DPR RI 
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1,                               

Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270 
Acara  : 1. Bidang Anggaran:  

Pembahasan RKA dan RKP Lemhannas dan Wantannas Tahun 
2021 

2. Isu-isu aktual: 
a. Wantannas: 

1) Isu ketahanan energi 
2) Optimalisasi Penegakan Hukum dalam Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam rangka Ketahanan 
Nasional 

b. Lemhannas: 
Kajian Permasalahan nasional saat ini dan yang akan datang 

Hadir : 1. ..... orang dari 53 Anggota Komisi I DPR RI  
2. a.   Gubernur Lemhannas, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo; 

b. Sesjen Wantannas, Laksdya TNI Ir. Achmad Djamaludin, 
M.A.P; 

beserta jajaran; 
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I. PENDAHULUAN 
 

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) dan Pasal 276 Peraturan DPR RI Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 10.17 WIB 
dan dinyatakan terbuka untuk umum. 
 

2. RDP Komisi I DPR RI dengan Gubernur Lemhannas dan Sesjen Wantannas secara 
tatap muka pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020 dengan acara dan waktu 
sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh H. Teuku Riefky Harsya, M.T., Wakil Ketua 
Komisi I DPR RI. 
 

II. KESIMPULAN  
 

I. LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL 
1. Komisi I DPR RI dapat meneriman penjelasan Lembaga Ketahanan Nasional terkait 

Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah dengan Pagu 
Indikatif pada RAPBN TA 2021 sebesar Rp.182.375.470.000,- (seratus delapan 
puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) 
dengan perincian sbb: 

 

No Berdasarkan Program /  
Berdasarkan Unit Kerja 

Pagu (Rp) 

1 Program Dukungan Manajemen 141.834.617.000 

2 Program Pembinaan Ketahanan Nasional 40.540.853.000 

 a Deputi Bidang Pendidikan Pimpinan 
Tingkat Nasional  

27.372.855.000  

 b Deputi Bidang Pemantapan Nilai-Nilai 
Kebangsaan 

5.195.352.000  

 c Deputi Bidang Kajian Stratejik 5.374.968.000  

 d Pusat Laboratorium Lemhannas 2.597.678.000  

Total  182.375.470.000 

 
Berkenaan dengan hal tersebut, Komisi I DPR RI akan melakukan pendalaman melalui 
RDP lanjutan setelah penyampaian Nota Keuangan RAPBN TA 2021 disampaikan oleh 
Pemerintah. 

 
2. Komisi I DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Lemhannas pada RAPBN 

TA 2021 sebesar Rp.77.459.020.000,- (tujuh puluh tujuh miliar empat ratus lima 
puluh sembilan juta dua puluh ribu rupiah). Usulan akan dibahas lebih lanjut sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
3. Komisi I DPR RI memberikan apresiasi kepada Lemhannas atas beberapa kajian 

yaitu bidang ideologi, politik, ekonomi, sumber daya alam, sosial budaya, dan 
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pertahanan keamanan. Untuk selanjutnya, Komisi I DPR RI mendorong Lemhannas 
agar terus melakukan kajian khususnya tatanan kehidupan baru di era pasca 
pandemi Covid-19 yang rekomendasinya menjadi rujukan kebijakan Pemerintah 
dalam menyiapkan kepemimpinan nasional bagi calon pimpinan bangsa yang lebih 
siap dalam menghadapi berbagai tantangan. 

 
II. DEWAN KETAHANAN NASIONAL 

1. Komisi I DPR RI dapat meneriman penjelasan Dewan Ketahanan Nasional terkait 
Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah dengan Pagu 
Indikatif pada RAPBN TA 2021 sebesar Rp.50.436.830.000,- (lima puluh miliar 
empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan 
perincian sbb: 

 

Berdasarkan Jenis Belanja Berdasarkan Program 

No Jenis 
Belanja 

Pagu (Rp) No Program Pagu (Rp) 

1 Belanja 
Barang 
Operasional 

40.392.730.000 1 Program Dukungan Manajemen 42.448.268.000 

2 Belanja 
Non 
Operasional 

10.044.100.000  a. Biro 
Perencanaan, 
Organisasi dan 
Keuangan 

760.359.000  

 Total 50.436.830.000  b. Biro 
Persidangan, 
Sisfo dan 
Pengawasan 

685.179.000  

    c. Biro Umum 41.002.730.000  

   2 Program Kebijakan dan Strategi 
Ketahanan Nasional 

7.988.562.000 

    a. Deputi 
Pengkajian dan 
Penginderaan 

1.736.078.000  

    b. Deputi Sistem 
Nasional 

1.924.012.000  

    c. Deputi Politik 
dan Strategi 

1.736.078.000  

    d. Deputi 
Pengembangan 

2.321.968.000  

    e. Staf Ahli 270.426.000  

    Total  50.436.830.000 
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Berkenaan dengan hal tersebut, Komisi I DPR RI akan melakukan pendalaman melalui 
RDP lanjutan setelah penyampaian Nota Keuangan RAPBN TA 2021 disampaikan oleh 
Pemerintah. 
 
2. Komisi I DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Wantannas pada RAPBN 

TA 2021 sebesar Rp.106.874.974.500,- (seratus enam miliar delapan ratus tujuh 
puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah). Usulan 
akan dibahas lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
 

3. Komisi I DPR RI memberikan apresiasi kepada Sekretariat Jenderal Wantannas 
atas rekomendasi kebijakan dan strategi nasional melalui diantaranya kajian 
terhadap energi untuk ketahanan nasional, pengelolaan lingkungan hidup, dan 
kajian lainnya. Untuk selanjutnya, Komisi I DPR RI mendorong Sekretariat Jenderal 
Wantannas agar terus melakukan usulan kebijakan dan  strategis nasional, jati diri 
bangsa, efektifitas lembaga tinggi negara, dan risiko pembangunan nasional yang 
dihadapi bangsa dan negara untuk kurun waktu tertentu. 

 
III. PENUTUP 

 
Rapat ditutup pukul 13.05 WIB. 

 
  Jakarta, 22 Juni 2020 

 
GUBERNUR LEMHANNAS, 

 
 
 
 
 

LETJEN TNI (PURN) AGUS WIDJOJO 

KETUA RAPAT, 
 
 
 
 
 

H. TEUKU RIEFKY HARSYA, M.T. 
A-522 

 
 

SEKRETARIS JENDERAL WANTANNAS, 
 
 
 
 

LAKSDYA TNI Ir. ACHMAD DJAMALUDIN, M.A.P 
 

 

 
 


